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ABSTRAK 

 

(A) Nama  : Descar Kristian (NIM: 205160251)  

(B) Judul Skripsi  : Perlindungan hukum konsumen terhadap penjualan telepon 

seluler berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Studi Putusan nomor: 256/Pid.Sus/2017/Pn.Smg) 

(C) Halaman : viii + 82 + 2020 

(D) Kata Kunci : Perlindungan Hukum Konsumen, Petunjuk penggunaan 

dalam bahasa Indonesia.  

(E) Isi Abstrak : Akibat yang ditimbulkan dari kurangnya pengawasan dan 

penerapan terhadap standar serta mutu dan kualitas produk telepon seluler, 

konsumen terkadang tidak mendapatkan perlindungan hukum sehingga 

semakin banyaknya kasus yang terjadi pada masyarakat ekonomi rendah 

membeli telepon seluler rekondisi dengan harga sangat murah tanpa 

mendapatan petunjuk penggunaan bahasa Indonesia apabila suatu saat telepon 

seluler tersebut mengalami kerusakan. Penerapan terhadap standar serta mutu 

dan kualitas produk diatur dalam UUPK. Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen dibentuk dengan tujuan untuk melindungi konsumen seperti yang 

tertulis pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

Pokok permasalahannya adalah: 1.Bagaimana perlindungan hukum bagi 

konsumen atas pembelian telepon seluler yang tidak mencantumkan petunjuk 

penggunaan dalam bahasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ? 2.Bagaimana tanggungjawab 

dari pelaku usaha atas penjualan telepon seluler yang tidak mencantumkan 

petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ? Penulis meneliti 

masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, 

pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Dalam pembahasan, 

membahas tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia pada produk 

telepon seluler demi melindungi konsumen dan mencerdaskan konsumen 

terhadap barang yang telah dibeli. Kesimpulan penulisan ini memperlihatkan 

bahwa Putusan Hakim tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena 

Pasal 32 UU Telekomunikasi tidak mengatur tentang kewajiban pelaku usaha 

untuk mencantumkan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia pada 

telepon seluler. Seharusnya, Hakim memvonisnya dengan Pasal 62 UUPK 

demi terciptanya kepastian hukum yang merupakan salah satu asas dan tujuan 

dibentuknya UUPK dalam upaya melindungi konsumen. 

(F) Acuan  : 32  (1983-2020) 

(G) Pembimbing : Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, S.H.,M.H,.APU  

(H) Penulis  : Descar Kristian 
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DAFTAR SINGKATAN 

 

 

UU   adalah Undang-Undang 

UUPK   adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

PERMENDAG adalah Peraturan Menteri Perdagangan  

PERKOMINFO adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi 

BPKN   adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional 

YLKI   adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 

NKRI   adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
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